BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ikut terjun langsung
dalam pemantauan aktivitas pertambangan tersebut yang dilakukan 2
kali dalam satu tahun, dan mengawasi apakah perusahaan tambang
tersebut memiliki UKL-UPL atau RKL-RPL, selain mengawasi
perusahaan tambang pemerintahan DLH juga menerima setiap aduan
masyarakat akibat aktivitas transportasi pertambangan tidak hanya
menerima aduan melainkan membantu menyelesaikan permasalahan
yang terjadi, pemerintahan DLH juga membantu memberikan himbauan
kepada perusahaan tambang jika terjadi aktivitas yang sangat merugikan
masyarakat sekitar. Dengan hal tersebut DLH telah melakukan dan
memastikan bahwa perusahaan tambang sudah sesuai dengan undang-
undang yang diharuskan.

Masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya aktivitas transportasi
pertambangan disekitar masyarakat karena dengan adanya transportasi
pertambangan, aktivitas masyarakat menjadi terganggu selain hal
tersebut tingkat kecelakaan dan polusi udara yang terjadi disekitar
masyarakat menjadi meningkat, masyarakat mengharapkan pemerintah
memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas trasnportasi
pertambangan tersebut, dan masyarakat mengharapkan perusahaan

tambang memberikan CSR kepada masyarakat, agar masyarakat yang
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dirugi kan merasa bahwa masih diperhatikan oleh perusahaan dan
pemerintah.
B. Saran

1. Pemerintah DLH melakukan pemantuan dengan terjun kelapangan
sebanyak 4 kali dalam setaun untuk mencegah adanya aduan dari
masyarakat,, jika menunggu aduan dari masyarakat baru terjun
kelapangan masyarakat merasa pemerintah kurang sigap dalam
mengatasi suatu permasalahan

2. Masyarakat lebih berani lagi dalam melakukan pengaduan terhadap
pemerintah dikarenakan masyarakat juga memiliki hak untuk mendapat

lingkungan yang aman dan nyaman.
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